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DAFTAR-PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KOPERTIS
opertis Wilayah : Nama Responden :
NO. PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN CATATAN

1 | Apakah Kopertis sudah
mensosialisasikan dan
merealisasikan Keputusan
Direktur Pendidikan Tinggi
Nomor 267/DiktifKep.f2000 ?
Mengapa ?

Kategori : (a) sudah (b) belum

2 | Kalau sudah sejak kapan ?

3 | Kalau belum, bagaimana
pelaksanaan PKN di wilayah
kerja bapak/ibu ?

Kategori : (a} jalan terus (b)
tidak tahu (c) lainnya

- Page 1 of



"| Bagaimana
struktur/mekanisme
koordinasi pelaksanaan
pendidikan PKN di PTS ?

Sejauhmana Kopertis
mengambil peran dalam
menentukan dosen PKN ?
Apakah Kopertis
mengirimkan dosen PKN ke
PTS?
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Bagaimana sistem
evaluasinya ?

Apakah ada sanksi jika PTS
tidak melaksanakan PKN ?

Kategori : (a) tidak ada sanksi
(b) ada sanksi
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Catatan laip :
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(opertis Wilayah

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

KOPERTIS

Nama Responden

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

CATATAN

Bagaimana pendapat anda
tentang gagasan
pengembangan pendidikan
kewargaan di PTM 7
Mengapa ?

Kalegori : (a) mendukung (b)
tidak mendukung

Jika setuju, hal-hal manakah
yang terkait dengan
tanggungjawab dan
wewenang Kopertis ? Adakah
yang dilanggar ?

Kategori : (a) ada (b) tidak
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Catatan lain :

" Page6of




DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

erguruan Tinggi
esponden : BPH

NO. PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN CATATAN

1 | Apakah menurut anda
program PKN masih perlu?

2 | Nilai-nilai apakah yang masih
perlu ditanamkan kepada
mahasiswa
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Apakah ada bentuk
Pendidikan lain untuk
kewargaan yang perlu
ditawarkan selain PKN

Materi dan referensinya apa
saja ?

Dosennya siapa ? Dan
Bagaimana kualifikasinya ?

Kategori : (a) dosen luar (b)
dosen sendiri
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Bagaimana model dan
metode pengajarannya ?

Bagaimana sistem
evaluasinya ? Apakah seperti
biasa (kognitif) ? Atau ada
evaluasi lain ?

Kategori : (a) biasa (b)
lainnya
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Mulai kapan dilaksanakan ?

9 | Apakah modelnya sebagai
mata kuliah pengganti, pilihan
atau model lain ? Mengapa
model itu yang dipilih ?

10 | Materi dan referensinya apa

saja?

Kategori : (a) Dari Lemhanas,
(b) PT lain. (c) atau materi
kewiraan yang lama
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Kualifikasi dosen (dosen
kewiraan, dosen baru atau
dosen yg telah mengikuti
pelatihan khusus})

12 | Bagaimana metode
pengajarannya ?
13 | Bagaimana mekanisme

| kontrelimonitoring dan

koordinasi ?
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Catatan lain :
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>erguruan Tinggi

DAFTAR PERTANYAAN

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

esponden : BPH

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

CATATAN

1

Apakah menurut anda
program PKN masih
perlu?

Nilai-nilai apakah yang masih
perlu ditanamkan kepada
mahasiswa
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Apakah ada bentuk

Pendidikan lain untuk
kewargaan yang perlu
ditawarkan sefain PKN
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erguruan Tinggi
esponden

DAFTAR PERTANYAAN

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

CATATAN

’

Apakah perguruan tinggi
yang bapak/ibu kelola sudah
merealisasikan Keputusan
Direktur Pendidikan Tinggi
Nomor 267/Dikti/Kep/2000
Tentang Pendidikan
Kewarganegaraan ?
Mengapa ?

Kategori : (a) sudah ke no 7,
(b) belum ke 2-6

Sudah

Kalau belum, apakah tetap
mengajarkan Pendidikan
Kewiraan ?

Kategori : (a) tidak, (b) ya
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Apakah ada bentuk
Pendidikan lain yang
ditawarkan selain Pendidikan
Kewiraan ?

Kategori : (a) ada. (b} tidak
ada

Materi dan referensinya apa
saja?

Dosennya siapa ? Dan
Bagaimana kualifikasinya ?

Kategori . (a) dosen luar (b)
dosen sendiri
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Bagaimana model dan
metode pengajarannya ?

Bagaimana sistem
evaluasinya ? Apakah seperti
biasa (kognitif) ? Atau ada
evaluasi lain ?

Kategori : (a) biasa (b}
lainnya
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Mulai kapan dilaksanakan ?

Apakah modelnya sebagai
mata kuliah pengganti, pilihan
atau model ain ? Mengapa
model itu yang dipilih ?

Materi dan referensinya apa
saja ?

Kategori : (a) Dari Lemhanas,
(b) PT lain, (c) atau materi
kewiraan yang lama

'lgge 4 of



Kualifikasi dosen (dosen
kewiraan, dosen baru atau
dosen yg telah mengikuti
pelatihan khusus}

Bagaimana metode
pengajarannya ?

Bagaimana mekanisme
kontrol/monitoring dan
koordinasi ?
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Catatan lain :
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DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

erguruan Tinggi
Responden

Nd. B PERTANYAAN

_ JﬂABAN KETERANGAN CATATAN

oy e —

\

1 | Apakah pendidikan
kewarganegaraan masih
bermanfaal untuk diajarkan ?
Apa latar belakangnya ? Dan
apa alasannya 7

Kategori : (a) bermanfaat (b)
kurang bermanfaat (c) tidak
bermanfaat

2 | Jika masih perlu, materi apa
yang perlu dikembangkan ?
Mengapa materi tersebut
diperlukan ?

3 | Apakah pengembangan nilai-
nilai kewargaan (civic values)
harus melalui kegiatan
pengajaran 7 Dapatkan jika
melalui kegiatan pengabdian
atau kegiatan
kemahasiswaan 7 Apa
alasannya ?
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Dapatkah pendidikan
kewargaan diajarkan (dititip-
kan) ke mata kuliah [ain ?
Kalau dapat mata kuliah apa
yang relevan ? Apa
alasannya ?

Kalau PTM setuju dengan
pendidikan kewargaan,
bagaimana proses struktural
yang diperlukan agar
pengembangan pendidikan
kewargaan dapat diterima
dan dilaksanakan ?
Bagaimana peran Majelis
Diktilitbang dan Kopertis ?

Bagaimana kualifikasi dosen
yang ideal untuk
mengajarkan Pendidikan
Kewargaan ? Bagaimana
cara memperoleh dosen ideal
tersebut ?

Menurut Anda bagaimanakah
model dan metade peng-
ajaran yang terbaik untuk
pendidikan kewargaan ?
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8§ | Bagaimana harusnya
pendidikan kewargaan dinilai
keberhasilannya baik dari sisi
mahasiswa atau dari sisi
programnya ?

Catatiiin:,//’//

e
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DAFTAR PERTANYAAN

EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DOSEN KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN

erguruan Tinggi 7
lama Fakultas: __ Jenis kelamin: L / P
NO. PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1

Apakah bapak/ibu
berkeyakinan bahwa
Pendidikan
Kewiraan/Pendidikan
Kewarganegaraan masih
bermanfaat ? Mengapa ?

Kategori : (a) bermanfaat (b}
tidak

CATATAN

Sejak kapan Anda
mengajarkan mata kuliah
Pendidikan
Kewiraan/Pendidikan

Kewarganegaraan ?
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Apakah Anda pernah
mengikuti pefatihan khusus
mengenai Pendidikan
Kewiraan/Pendidikan
Kewarganegaraan ? Apakah
hasil pelatihan bermanfaat ?

Materi apa saja yang
diajarkan ? Mengapa materi-
materi tersebut yang
diajarkan ?
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Bagaimana model  dan
metode pengajarannya ?

Apakah modelnya sebagai
mata kuliah pengganti, pilihan
atau model lain ?
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Materi yang diajarkan apa
saja?

Referensi yang dipakai apa
saja ? (dari Lemhanas, PT
lain, atau materi Pendidikan
Kewiraan yang lama ?)

Selama ini pernahkah
mendengar/mendapat kritik-
kritik tentang Pendidikan
Kewiraan/Pendidikan
Kewarganegaraan ? Aspek-
aspek apa yang banyak
dikritik ?
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Catatan lain :
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DAFTAR PERTANYAAN

STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

DOSEN KEWIJRAAN/KEWARGANEGARAAN

erguruan Tinggi

lama

Fakultas:

Jenis ketamin: L/ P

NO. PERTANYAARN

JAWABAN

KETERANGAN

CATATAN

1 1 Apakah penanaman nilai
kewargaan masih diperlukan
untuk pendidikan tinggi ?
Mengapa ?

Kategori : (a) perlu (b) tidak
perlu

2 | Materi-materi apakah yang
tepat untuk menanamkan
nilai-nilai kewargaan ?
Mengapa ?

BAY

W

) B
i [ f[ ],! A
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Menurut Anda bagaimanakah
model dan metode
pengajaran yang tepat ?
Apakah hanya lewat
pengajaran ? Bagaimana
dengan jalur pendidikan
lainnya ?

Menurut Anda seperti apakah
model penilaian keberhasilan
pendidikan kewargaan yang
terbaik ? Mengapa ?
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Catatan lain :
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DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

erguruan Tinggi
esponden
NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN CATATAN
1 | Bagaimana peluang Lihat panduan KKN

internalisasi nilaf kewargaan
. | melalui kegiatan pengabdian
pada masyarakat

2 | Apa hambatan dan tantangan
apabila penanaman nilai
melalui kegiatan pengabdian
pada masyarakat

3 | Bersediakan LPM, jika RV AN
dilibatkan dalam penanaman

nilai-nilai kowarnaan ?
FINGITHQT DL YTTn T
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Catatan lain :
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DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGAMAT/AHLI

ma

o

PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1 | Bagaimana pendapat anda
tentang materi yang tepat
untuk PKN ?

CATATAN

2 | Bagaimana pendapat Anda
tentang Pendidikan
Kewarganegaraan yang
bertujuan untuk memahami
dan mampu melaksanakan
hak dan kewajiban sebagai

warga negara ?
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Bagaimana pendapat Anda
tentang Pendidikan
Kewarganegaraan yang
bertujuan menguasai
pengetahuan dan
pemahaman tentang
beragam masalah dasar
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara ?

Bagaimana pendapat Anda
tentang Pendidikan
Kewarganegaraan yang
bertujuan memupuk sikap
dan perilaku patriotisme dan
cinta tanah air dan rela
berkorban bagi nusa dan
bangsa ?
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5 | Sistem pengajaran PKN
seperti apa, yang tepat untuk
perguruan tinggi ? Apa

| alasannya ?

;atatan lain :
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DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM

PENGAMAT/AHLI

ama

NO. PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN CATATAN

1 | Nilai-nilai kewargaan apakah
yang paling tepat untuk
diajarkan di perguruan tinggi
Muhammadiyah ? Mengapa ?
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Jalur penanaman nilai
kewargaan apa yang dapat
dikembangkan di PTM ?
Hanya melalui pengajaran ?
Atau bisa lainnya ?

Kategori . (a) pengajaran saja
(b) bisa jalur lainnya

Page 5 of



Apakah metode pengajaran
berpengaruh terhadap
keberhasilan penanaman nilai
kewargaan ? Mengapa ?
Metode pengajaran apakah
yang tepat ?
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Catatan lain :
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 267/DIKTIKEP/2000

~ TENTANG

A PENY L\'IPUR\IAAN KURIKULUM INTIMATA KULIAH PENGEMBANGAN I\FPRIBADI/\N
: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. . - .
o "ADA PT‘PGURUAN FINGC‘T DI INL ON]Z‘AA T

e DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
- DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
2000 '



KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisﬁem pendidikan Nasional yang dipakai
sebagal dasar penyelenggaraan pendidikan tinagi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa
isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: {a) Pendidikan

pancasila; (b) pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan vang__mencakup:

pendidikan pendahuluan Balg__ﬂagggg_LgEBN). DI dazlam  operasionalnya. ketiga . mata

Kuliah wajib tersebut dihimpun dalam kelompok Mata Kuliah Peéngembangan Kepribadian

QEEEEQ sebagai bagian dari Kurikulumn Inti yang bérlaku secara Nasional.

Sebelum dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 60 Taz2hun 1939, Keputusan Menteri
pendidikan dan kabudayaan Nomor 0567071594 yang mengacu padax  Peraturan pemerintah
Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila, pendidikan Agama dan
pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan dalam kurikulum pendidikan tinggi
sebagai mata kuliah Wz _set be
Besar PrdéEE‘PEﬁhEiajﬂTﬁﬁ’(GBPP) Fendidikan Kewiraan diteEapkan dalam -Keputusan Direk-
+ur Jenderal Pendidikan Tirggi, Departemen pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 32/03/

Kep/1983;ﬁyangldisampurnakah‘dehgan Keputusan.Nomor,25/DIKTI/Kép[1985.yang,disempurna—

kan.dénganﬁKépUtusanjDinektur_Jendehal.PeddidikanffinggiA thrg;?[QTKTI[KBDfl997.daﬁt_f:‘,
Renﬂidikan.Tiﬁggi-b&parﬁeméniﬁl‘

" disempurnakan Bembali-dEngan'KeputUSan;DirekﬁurfJéndQﬁal
.PEndidikgnfhaSiQhal:Hbmorngl[DIKTI[Kep[2QQO; SR

.PerUbahah~befubahah yang dinadapi dalam. kehidupan bérmésyarakat, Lberbangéa:vaén'x

bernegara yang berlangsung cepat serta ‘kabutuhan unituk mengantisipasi =~ tuntutan
parkembangan'ilmu'pengetahuan yang sangat pesat disertzi pola berkehidupan mengglebal,
mengharuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selalu mengevaluasi kesahihan
“isi silabus dan - GBPP Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam Keputusan pDirjen Dikti-
Nomor 15;/OIKTI/Kep/2000 disebut sebagal _ Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Ke=
wiraan, beserta proses pembelajarannya. Evaluasi 4isi  silabus dan GBPP serta proses

pembelajarannya dengan - penyempurnaan, penutaikhiran, dilaksanakan- secara bertahap, -

bersinambungan dan berkelanjutan oleh Direktoiat Jenderal Pendidikan Tinggi.

ajib_untuk_setiap_program studi, dan bersifat nasional. Garis




Silabus dan GBPP Pendidilkan Kewarganegaraan ini merupakan hasil evaluasi, pehyem-
purnaan dan pemutakhiran dari silabus dan GBPP 2000. Evaluasi dan penyempurnaan GBPP
ini melibatkan sebagian besar dosen-dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewiraan,
kelompok kerja Kewiraan, Lemhannas. Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta semua pibak yang
telah membantu menyelesaikan penyempurnaan GBPP ini.

Dengan diterbitkannya silabus dan GBPP Pendidikan Kewarganegaraan yang disenpur-
nakanrn ini maka selesailah seluruh peninjauan dan penyempurnaan GBPP mata-kuliah
inti kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) yang terdiri atas: Pendidi-
kan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewargancdaaraan termasulk Perdidiian
Pendahuluan Bela Negara, ‘vang ditetapkan sebagai Keputusian Direlktur Jenderal Pendidi-
kan Tinggi. .

Jakarta, ? Agustus 2000

~-AIn. DIREKTUR . JENDERAL- PENDTDIKAN TINGGT . -
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Menimbang

a.

KEPUTUBAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAM NASICNAL REPUBLIK INDONESIA

No. 267/DIKTI/Kep/2000

PENYEMPURNAAN GARIS BESAR *PROSES PEMBELAJARAN (GBPP)
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MKPK)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PADA "PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

bahwa dalam Undang-Undang WNamor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pasal 39 telah ditetapkan. bahwa isi kurikulum
setiap jenis, jalur, dan jenjang pendldlkan wajib memuat Pendidikan
Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan;

bahwa dengan Peraturan Pemerintahn Ndmor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi, pasal 13 ditetapkan Kkurikulum yang oerlmku secara.
,Naslonal dlatur oleh Menterx Pendldxkan Naslonal . )

.'oahwa sebagal pelaksanaan thentuan paqal 39 Undang Undang Nomor 2:

_Tahun, 158% dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

telah . dlrancang Keputusan Menteri pPendidikan - Nasiohal tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum- Pendidikan Tlnggl dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa, vyang menetapkan. bahwa’ Pendidikan . Pancasila,
Pehdldlhan 1_Agama dan PEﬁdldlkaﬁ an_Kewarcanegaraan y ng._. melzputr endi-
dikan pendahuluan bela “negara (PPBN) termasuk dalam Hézg__EUTféh'
PEfgeiibangan Kepribadian” (MKPK), dan wajib dlbprlkan dalam lurikuylum®

setlap program_ qtudl- -

bahha Ketetapan M™MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok- pokok Reformasi
Pembangunan Dalam Rangka Penvelamatan dan Normalisasi Kehldupan
Nasional sebagai Haluan Negara: -

1



Méngingat

e.

f.

bahwa Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara.

bahwa sehubungan dengan ketentuan yang tersebut pada butir a, b, ¢,
d dan e di atas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggil memandang perlu
menyempurnakan kurikulum inti Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan
Kewiliaan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Dikti No.
151/DIKTI/Kep/2000, menjadi kurikulum inti Pendidikan Kewarga-
negaraan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
Peraturan Pemerintah Nomor 6C Tahun 1999;
Keputusan Presiden Republik Indonesia:

a. Nomor:d4 Tahun 1974;

b. Nomor 85/M TahlUn 1999:

c. Nomor‘136 Tahun 1999.

Keputugan Nentcrl Pendldlkan dan Kebudayaan

- &. Nomor . 036/U/1993;

'Ab -Nomor . 056/U/1994"

Nomor - 272’U/1998

Keputusgn Menterl and1d1kan Na%lonal Nomor 010/0/2000.

Keputusan Direktur Jenderal Pendlolkan Tlngg

‘a. Nomor 32/DJ/Kep/1983;

b. Nomor 25/DJ/Kep/1985;
c. Nomor ;9/DIKTI/Kep/l997;

'd. Nomor 181/DIKTI/Kep/2000.




Memperhatikan:

Menetapkan

L. Surat Gubernur Lémhannas selaku Pembina Materi Kewiraan No.
B/500/14/5/2/SET tanggal 13 April 2000 tentang Permintaan Pengesahan
Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Hasil Seminar Nasional PPBN/Pendidikan Kewarganegaraan, tanggal 29
Pebruari 2000 s.d. 2 Maret 2000.

MEMUTUSKAN

PENYEMPURNAAN GARISv BESAR PROSES P©PEMBELAJARAN {GBPP) MATA KULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MKPK) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PER
GURUAN TINGGI DI INDOMESIA. . .

Pasal -}

Mata. Ku]lah Pendldlkan Kewarganeqaraan,'serta PPBN merupakan =a1ah catuf -

':komponen -yang. ‘tidak dapat dlp*sahkan dar1 kelompok Mata- Kuliah Pengem— :

-?bangan Kepr*badlan (MKPK) dalam susunan Kurlkulum Int1 Perquruan T1n991 s
d1 Indones¢a . . ) :

Pasal 2

Mat KulLah PFﬁdldlkan Kewaxganegaraan adalah mata kullah wajib untuk
dlambll oleh sntlap mARaS1swa ‘EUE—pEFgUTUEW*’tlnggl untuk Program
DrﬁIEﬁ§7ﬁolltekn1k dan Program Sarjana; ' ——-




Pasal 7

pendidikan Kewarganegaraan’ dirancang dengan maksud untuk memberikan
pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan Kkemampuan dasar [////,
berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta
pendidikan “TnﬂTTriuan bela hegara sebagal bekal agar menjadi warga

negara yang dapat gisndalkan OLEh bangsa dan’ negara.

_— s

Pasal 4

pendidikan Xewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak  dan kewajiban secara .
santun; Jjujur dan demokratis serta ,;lllaq ‘sebagal warganegaral///
terdidik dalam kehidupannya gelafﬁ'uarganugara Republik Indonesia
vang bertanggung jawab. C

f.2) menguasa1 pengefnhuan dan pemahgman tentan “gagam mdsalah das:
- " gehidupan. beraasyarakatb, berbangsa dan ‘berneg ra'?ﬁﬁﬁ*héﬁdék‘diﬁiﬁE‘ .
.'denga1 penerapan. “pemikiran- Yang- DE?IEHUaskaﬂ—"?zﬁczsfra—’wawasan
) Nusantara dan. Ketahgnan Nasxonal‘ secara krltlS dan- - bertanggung
jawab.’ - : e .

3)'memupuk 51kap dan- perilaku yang sesual dengan nilai- nilai KkejuaHgan
’ serta patrlothne yang cinta tanah air 'rela berkorban ‘bagl’ nusa dar
bangsa———————




1)

2)

pasal 5

pendidikan Kewarganegaréan meliputi pokok—pokok bahasan sebagal

perikut:

a) pengantar pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
(1) Hak dan wewajiban warganegara
2) pendidikan pendahuluan gela HNegara
3) Demokrasi Tndonesia ’ :

[ (4) Hak azasl Manusia
b) Wawasan Nusantara,
c) Ketahanan Nasional,

d) Politik dan Straiegi Nasiohal.'

untuk memahami dan menguasai’ pokok~pokok pahasan tersebut,

udilampirkan~.Garls] Besar'ProSesPembslajaran_CGBPPy‘-dan_.merqpakahv-

-;bagian_yang taR’terpnghkén.da%i~KepUtu5an-inla

.‘-3)

geban | studi - pandidikan ‘Kewargahegahaan di ‘perguruan tinggi

ditetapkan'sekurahg—kqﬁangnya 2 éatuénﬂkredit semester (sks)-



pasal &

Metode pengajaran pendidikan Kewarganegaraan dilakukan secara kritis,
analitig_@elalui dialog-kreatif dég_gg;§ijggmpéﬁgi§ipatgggs—agaf“fﬁﬁsﬁh
fe=sadaran berBangsa'HEﬁ’Bernegafé <ecara rasional dan untuk meyakini
webenaran serta ketespatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan
hidup bangsa. :

pasal 7

penilaian hasil velajar untuk mengukur tingkat pemahaman penguasaan
pengetahuan tentang pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dengan cara
yang mamungkinkan terdeteksinya__Eerkembangan‘ sikap tingkah laku:
mahasisw§T——f-"“"—“———‘—‘—‘"-—"— At Ao SRS AL SRR S £
-

pasal 8

7‘Péhilaian:kurikﬂlum'Péndidik5n3Kéﬂ&rgaﬁeéataénldilék&kan.Sécaralbefkaléfo
-dan- peninjauannya dilakukan minimal 5 tahun-sekald. =~ - S e

pasal 9

Hal-hal vang beium

diatur d° dalam keputusan ini
janjut dalam keten

' akan diatur lebih
tuah tersendiri.

[e2Y




1)

2)

ZSAtINAN_Kébutﬂsan.inﬁ @isampaikan'kebada:f -

Pasal 10

Dengan perlakunya HKeputusan 1ini, semua peraturan yang mengatur
tentang Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Pendidikan Pendahuluan
Bela Negara pada Perguruan Tinggi dinyvatakan tidak berlaku.

Keputusan ini aulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada’ tanggal 10 Agustus 2000

DIREKTUR-JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD.
Sapryo:SoamanLrijBrodjonegoﬁq




semua Menteri Koprdinator,

sekretaris Negara,

Semua Menteri,

semua Menteri Negara,

Komisi VII DPR,

sesjen Depdiknas,

Inspektur Jenderal Depdiknas,

semua Dirjen dalam 1ingkungan Depdiknas,

Ketua Lembaga Administrasi Negara,

Kepala Badan administrasi Kepegawalan Negara,

Gubernur Lemhannas, )

pirjen. Sumdaman Dephan,

Semua Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
dalam lingkungan pepdiknas, . :

semua Sekretaris pitjen, Itjen can galitbang dalam lingkungan Depdiknas,
semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. : .

Disalin sesual dengan aslinya
Kgpala Bagian Tatalaksana, sekretariat
_Di-ektorat Jenderal Pendidikan Tinggi

:Départemedfeghdidikan‘Nasiqnalg:;’j

Dr .42%?::f:f;erry Djalil
NIP » 0610199 .




II. RASIONEL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

endahuluan

ada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah
uatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya,
elaku warga masyarakat, bangsa‘dan negara, secara ‘berguna (berkaitan dengan
emampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan. kemampuan kognitif dan
sikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah
an selalu terkait dengan konteks dinamika bucaya, bangsa, negara dan hubungan
nternasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang
engglobal  vang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh  dengan
aradoksal dan ketakterdugaan. C ‘

smampuan  warganegara, suatu riegara untux hidup berguna dan bermakna’ serta mampu
engantisipasi. perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan
lmy -~ pengetahuan, - teknolcgi . -dan ‘seni. (ipteks) yang . berlandaskan nilai-nilai
3agamaan.”- dan. nilai—-ni

lal budaya. bangsa. - Rilai=nilzi-dasaF negara - tersebut -akan, - -

njadi -panduan. dah ' ‘mewarnal ayaﬁxnanféertatpégangah“'hiqu“‘Wa;ganégaha5fdalam;."'":

2hidupan -bermasyarakat,; berbangsa dan'bgrnegaraq

\tuk - menumbuhkan - wawasan dan  kesadaran bernegara, sikap serta - perilaku yang .

inta’tanah-air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara dan’ _Ketahanan
1isional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warganegara Republik Indonesia vang
ngikaji dan akan menguasail Iptek dan Seni, menjadi tujuan utama Pendidikan .
Warganegaraan. Kualitas warganegara akan ditentukan .terutama oleh keyakinran

\n sikap hidup bermasyarakat, barbangsa dan bernegara di samping derajat penguasa—
v IPTEKS yang dipelajarinya. . . : :



pendidikan Iptek dan Seni di Perguruan Tinggi Indonesia dirancang dalam Ikurikulim®
suatu bidang studi yang terdiri atas kelompok mata kuliah .-keilmuan dan keterampi
lan, perilaku berkarya, keahlian berkarya, seria mata kuliah berkehidupan bersama
sesuai dengan disiplin ilmu yang dissuh. Isi kurikulum tersebut perlu dilengkapi
dengan pempekalan berupa dasar-dasar perilaku, sikap, dan kepribadian pesertadidik
untuk kesempurnaan pengetahuan, keterampilan serta efek turutan dari iptek dan seni

yang didapatnya.

General Education/Humanicties sebagail pembekalan dasar-dasar sikap, perilaku, di
berbagai negara diasuhkan berwujud: .

a) History, Humanity dan Phylosophy di Amerika Serikat.

b) Japanese-History, Ethics, phylosophy dan Science Religion di Jepang.

c) phillipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Phillipine New
constitution, dan Study of Human Rights di phillipina. -

_Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia be-kenaan dengan pemupukan nilai-

nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan

. Pancasila,. Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganejaraan termasuk Pendidikan Penda-

. ﬁuluaﬁ',Bela;Negana;ﬁsertarIlmu-Sosial1Désar;'I¥mu-sugay;_foagaf;dah:_ilmu-AmIamiah
Dasar .sebagai latar aplikagi hilai - ‘dalam . -kehidupan; yang  ‘disebut | kelempok. -Mata

_Kuliah Pengembangan Kepribadian' (HKPK) dalam Komponen kurikulum perguruan-tinggi. =

Untuk - menumbubkan wawasan warganegara, dalam hal persahabatah, pengertian . anfar .

bangsa, dan perdamaian dunia serta kesadaran bgla~-negara, sikap dan perilaku vyang
bersendikan nilai-nilai budaya ‘bangsa, ajaran dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional kepada setiap warganegara Republik Indonesia yang menguasai iptek dan.seni
‘tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan . Kewarganegaraan. - Diakui
bahwa- kualitas warganegara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup
mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara d: samping pada tingkat serta -mutu
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__Yang .Mawa.. Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, --mandiri,
cerdas, | kﬁeatif;u”teﬁampil,'pérdisiplin. beretos. kerja, ic

penguasaannya tentang iptek dan seni. Hak dan kewajiban warganegara terutama
kesadaran bela negara, akan bsnar—benar menjadi sikap dan perilaku warganegara bila
mereka dapat merasakan bahwa konsepsi Demokrasi, Hak azasi Manusia, Wawasan Nusan-
tara dan Ketahanan Nasional sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesual
dengan kehidupan kesehariannya. :

Dasar -Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya, menyatakan bahwa: Pendidikan
Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa  Indonesia diardhkap_ __untuk
“meningkatkan kecerdasan serta liarkat dan martabat bangsa, meNujUdkan manusia serta
m&Syarakst Indonésia yang teriman dan bertagwa Leruadap Tdhan Yang Maha Esa,
berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya
serta . dapat memenuhi kebutuha~ pembangunan nasional dan bertanggung Jawab atas
pembangunan bangsa”. ‘ -

selanjutnya- dinyatakan. bahwa:."?endidikan‘Wasipnalfbertujuan untul’ meningkatkan
kualitas manusia Indonesia yaitu manusila yang berimarn dan bertagwa terhadap Tuhan
‘maju, -tangguh,

profes

menumsunkan jiwa ‘patriotik . dan mempartebal rasa ecinta ‘tanah’ air, “meningkatkan

semangat kebangsaan dan kesetialkawanan sosial serta kesadaran pada ‘sejarah . bangsa

dan . sikap menghargai Jjasa para pahlawan, serta berorientasi ke 'masd depan”.

Menumbuhkan .jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan
semangat kebangsaan aanm K setiakawanan sosial serta,kesadaran‘pada sejarah bangsa
dan 8&ikap menghargal jasa para pahlawan di kalangan mahasiswa secara ,bersengaja

hendak dipupuk mélalui;Pendidikan Kewarganegaraan.
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1ingkungan ilmiah yan

Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagail A 3
dan berkepribadia

dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan,
Indonesia. :

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurilkuly
dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan’ pancasila, Pendidikan Agama, da
pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur
jenis dan jenjang pendidikan. Itu berarti Pendidikan Kewarganegaraan di Pergurusz
Tinggi, bharus terus menerus a:l itingkatkan ketepatan materi instruksionalnye
dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya dan dibenahi efektivitas manajeme
pembelajarannya termasuk kualitas dan prospek karier pengampunya.

C. Kompetensi yang Diharapkan

‘Dalam penJelasan UU No. 2 tahun 1989 tantang Sistem Pendidikan Nasional dikatak:
bahwa "Pendidikan. Kewarganagaraan merupakan usaha untuk membekali pesertadid:
dengan pengetzhuan dan kemampuan dasar Serkenaan dengan hubungan antara warganega
g dengan negara .serta pendidikan pendahuluan bela . negara (PPBN) agar menam
warganegara yang dapat d:anoalkan oleh bangca dan negara.--.- . .

hompetbn51 dlartlkan .=ebagal seperanqkat Llndakan cerdas, penuh tanggung Jawa
-yang  harus - dimiliki seseorang sebagal syarat’ UntuK dspat—“—dxanggap———mam
meIEﬁgﬁﬁgién tugas—tugas dalam - bidang pekerjaan tertenLU' - AomﬁE*EﬁSl—'lulus
pEﬁHIH'EEﬁ’EéNarganegataan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jaw
seorgﬂg__giggggggara' dalam~~ berhubungan Gengan TEgaray oan‘—mémeé‘ﬁka “‘B‘“bag
masala idup bermasyarakat, berbangsa ¢an uernegara—dengan’”menEF’bka KOnNsSED

. FaTSEfTT'BEH sa, .Wawasan NUsantara, dan Retaiianan Nasional: sifat oerd"s V3

' gTmaksudkan tampak ﬁ"aa—kgm*hiFﬁﬁT—ketepatan dan keberhasiTan bertindak, sedangk
sifat tanggung- jawab dlperllnatkan sebagai kebenaran t1ndakan ditililk dari nil
iptek, etika ataupun kepatutan ajaran agama dan budaya. .

e
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endidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat
erdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

. beriman dan bertaqgwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati
falsafah bangsa.

. berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalamn bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagail warganegara.
bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

. aktif memanfaatkan ilmu c¢an teknologi sarta seni untuk kepentingan
bangsa dan negara.

nilai-nilai

kemanusiaan,

elalui  Pendidikan Kewarganegaraan, warganegara Republik Indonesia -diharapkan
ampu: “Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah vang dihadapi oleh
asyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan konsisten = dengan cita-
ita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam' Pembukaan UUD 1945, pada
aatnya dapat menghavati hakikat konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Masional,
2hingga menjiwai tingkah lakunya selaku Warganegara Republik Indonesia yang
atriotik dan ecinta tanah air dalam melaksanakan -profesinva. - ’

Lharapkan 'mela;gi»,Pendidikan_K;warganegapaan.DESErtadidikja
rganegara .Indonesia terlebih dahulu; - sebelum menguasai

kan menjadi- . manusiz -

] .-_-;‘.ﬂmg'mili'.ki-.:ip-tg.k:‘dan,r Cend

;qgfdipé;ajérihyaii}Didambakahjbahwa warganegara Indenesia
tek dan: Seni, namun tidak kehilangan éatidirinya dan-.apal
Jdaya,bangsa dan keimanannya. Lo s
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MKPK

4. politik dan St

IYI. DESKRIPSI SAJIAN (silabus)

pendidikan Kewarganegaraan sekurang-kurangnya (2 sks)

Mempelajari, memahami dan menghayati pengetahuan dan kemampuan dasar
warganegara dalam hubungannya dengan negara, termasuk hak dan kewajiban
bela negara. Pendidikan Kewarganegaraan meliputi kajian tentang pokok-
pokok bahasan:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
a. Hak dan kewajiban warganegara
b. Pendidikan Pendahuliuan Bela Negara
c. Demokrasi Indonesia
d. Hak Azasi Manusia
2. Wawasan Nusantara.

3.;Ketahadaﬁ HaéioQai;~danf;

rategi- Nasional. =

14




............. taddiladrsy

RIS RESAI PAOSES PENOELAIARAX Tuivan Hata fulish: Hembekali pesertadidix denoan pengelahuan dan kemampuan dasar berkenaan
\TA XULIAN PENDIDIKAN KEXARGAHECARAA . dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan penda-
00T SKS: 2 SKS ) . huluan bela negara agar menjadi #arganegara yang dapat diandalkan oleh

banasa dan negara,

) JAM PERTEHUAN T
T0uat PENGALAAN QELAJAR POROX BARASAK KREDIT
' oL
. Uatuk mengerti, nemahani, wenfl.]. Mempelajari fencidikan Xewarganegara-{1.1.1. Latar belakang Pendidikan Rexargane- (10| - | - | 1p 1Sekurang
dalani dan menghayati Pendi- an garaax dan kompeiensi yang diharapkan . kurang
dikan Kexarganegaraan serla ' nya
pendidikan pendahulvan bela 1.1.2. Peaahanan Lenlapg bangsa, neqara, hak 2 sks
negara (PPSH) . dan kewajiban warganegarz, hubungan :
maramegara dengan negara atas dasar
denokrasi, HAH daizn gela ltegara
1,1.3. Kerangka dasar Rehidupan Kasional
. -neliputi keterkailan antara fdksafah |

L Pancasila, WD 1948 - Mauasan ysan-
- ara, ‘dan-Ketahanan. Hasigmal " ¢ - -

V.i.4: Perkembangan Pendidikan Kenarganesa-
raan sertz oPey . - |




JUIUAR

PENGALAHAN BELAJAR

POXOX BANASAN

JAl PERTERUAN -

KREDIT

T

4

L

JHL

4. Hengerli, nenahani, mendalami|d

dan senghayati politik dan

strategi nasional dalamvie-
_'fhldupan beraasyarakat ber=-.
o bangsa dan bwrnegara .

1. Heapelajari politik dan siralesi
- nasional -

c. Ketahanan di bidang
Lkononi
3.1.3.4. rspek Sosial gudayz
a. Streklur sosial di [ndo-
_nesia
b. Xondisi budayz di Indo-
nesia
¢. Xetahzpan di bidang
Sosial Budaya
3.1.3.5. Aspek Hankan
a. Pokxok-pokok pengetahuan
Rankan
b, Postur kekvalaa Hankan
¢, Xetahanan di bidane
Hankaa

. Perkenbangan pengertian politik dan
demokrasi dalan kehidupan de:bangs:

dan bernegard,

1an:pelaksaraan’ pembangunan y ng

’ berkplanju “an.
.‘Pnllt1k penbangunan nas1una1 dan’

" nanajemen_nasional serla 'mnlemnnlas1

._otononi ‘daerah
. Inplenentasi politik dan stralegx

nasional yang nencakup oldang b1danc

- Penbanqunan Ha>1onal

. Perkeabangan pem1i1ran stralegis, da-' :‘. -

38

2,3 sks

eterangan:

: TeorifTalap Huka

Praktik/taboratorivn
Lagangan/Pengalanan




IV. DAFTAR bUSTAKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BUKU UNTUK DOSEN

13.
14.

-15‘

. UUD 1945 dengan amandemen.

GBHN yang sedang berjalan.
Lemhannas, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, 2000.

_Buku Sejarah Perjuangan Bangsa.

UU No. 62/1958 tentang Kewargansgaraan )

UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU.No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg R.I.

UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 20/1982.

UU No. 2 Tahun 1988 tentnng Prajurit ABRI.

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 23/1996 tentang Pengelclaan Lingkungan Hidup.

UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penylksaan dan Perlakuan
atau Penghukuman lain vang Kkejam, tidak wmanusiawi atau merendahkan martabat
manusia. :

UU No. 22/1999 .tentang Pemerintahan Daerah. -

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan an+a.a PGTEFln ah Pusat dan Daerah.

,UU NO. 39/1999 tentqng Hak A?acﬁ Manasxa (HAM)

- BUKL bNTUK MAHASISN

UUD'1945 dengan_amandemeh;

GBHN yang sedang berjalan.

Lemhannas, Buku Pendidikan Kawarganegaraan, 2000.

UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuvan-ketentuan. Pokok Pertahanan KeaMdnan

Negara R.I.. s
UU No. 2 Tahun 1989 tentang olstem Pendldlk3h-NaSanalf
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. 268/DIKTI/Kep/2000

TENTQNG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PENDIDIKAN KFWARGANEGARAAN

pPADA PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan
pada Rergurvan Tinggi; perlu membentuk Kelompok Kerja Pembinaan
pendidikan Kewarganegaraan pada Ditjen Pendidikan Tinggi dalam suatu
surat Keputusan Dirjen pendidikan Tinggil.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. peraturan Pemerintah Reoubllk Indonesia Nomer 60 Tahun 1999 tentqng
© Pendidikan Tingai; . )

A7f3. KepuLu=an Pre51den Republlk Indonebla Nomor BS/M Tahun 1999

74_'K9putu3an DJrektur Tenderal Pendldlkan T\ngg

2.  Nomor 32/DJ/Kep/L983 tentang Kurlkulum Int1 MKDU o L

b. Nemor 257DJ/Kep/1985% tentang Penyempurnaan, Kurlkulum Int1 MKDU i

c. Nomor. 19/DIKTX/Kep/1997 tentang Penyempurnaan GBPP MKU Pendidikan
Kewiraan. )

d. Nomor lSA/DIKrI/Kep/QOOO tenfang Penyempurnaan GBPP MKPK Pendldl—
kan Kewarganegaraad/Pendldlxan Kew1ra1h
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Memperhatikan:

Menstapkan

Pertama :

Kedua :

.Ketiga . :

>¢.‘Mengh1mpun rexomenda31 akhlf

1.. Hasil Seminar Nasional PPBN/Pendidikan Kewiraan, tanggal 29 Pebruari
e.d. 2 Marat 2000. ‘

2. Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Pembinaan - Pendidikan
Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Papdidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Mengangkat Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan pada
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggl, yang seterusnya disebut
"Kelompok Kerja/Pokja”.

~

Ke;ompok kerja bertuaas.

a. Mempersxapkan dan mengkocrdlnaexkan koglatan pembinaan Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tlnggl. ' S :

" b. Mengadakan evaluasx dan rapat. - koordlna51 dalam }angka pemantapan

,_ha511 pemblnaan Pendldikan Kewcrganegaraan“A“"

bpbagal masukan bagl DlrJen 1Péndiaikahwi:“
~-T1nqgl s '~j- : o -

d;-Kelompok Ker‘a bertanggung Jawab pada Dlrektur ‘Jendsral ‘Pendidikan. E
Tinggi malalul Dlrektur Pemblnaan Sarana Akademlsa\' R ’

SU:Unan Peanggotaan Kelompok Kerja qebagalmana terdapat pada léﬁpiran
Keputusan ;nl. . . R :
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Keempat

Kelima

Keenam

- SALINAN Keputusan ini.disampaikan -‘kepadaz .~ "

)

: Segala pembiayaan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran yang
tersedia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2000
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI -

TTD.

Satryo Soemantri Brgdjonegprqv
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gemua Menteri Koordinator,
sekretaris Negara, .
semua Menteri,

semua Menteri Negara,

xomisi VII OFR,

sesjen pepdiknas,

Inspektur Jenderal Depdiknas,

semua Dirjen

Ketua

Kepala Badan

dalam lingkungan pepdiknas,
administrasi Negara,
Kepegawaian Negara,

Lembaga

Gubernur Lemhannas, .
pirjen Sumdaman pepartemen Pertahanan,
pektor/Xetua/Direktur Universitas/lnstitut/Sekolah Tinggi/ﬁkademi/Politeknik

Semua
dalam
Semnua
Semua

1ingkungan Depdiknas,
sekretaris pitjen,
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. Disalin sesuai dengan aslinya

NIP.

ol sharvir Herry D3alil
130610199 -

4 I1tjen dan Balitbang dalatn lingkungan Depdiknas,
Keordinator Perguruan Tinggi Swasta.

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat

:_»Direktqrat;JenderalngndidikanATinggi,
. Departemg 12 R

i?ehdidikgntNasiqnal;-_.




